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: _ LEMBARAN DAERAII T
KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PACITAN

NOMOR 22 i  TAHUN 1999" | SERI: B

PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT HPACITAN

. Menimbang - a

i NOMOR 4 TAHUN 1998
i . TENTANG =~

RETRIBUSIPASAR

. . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT H PACITAN
' . : - .

_-bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan Nomor 30

- | Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh
*-" . Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan dengan segala peraturan
e perubahamya, dlpandang sudah tldak sesuai 1ag1 dengan keadaan sekarang ;

.  bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Konmderan Menimbang 1m |
.~ dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II R
- Pacitan Nomor 30 tahun 1980 dan menuangkan kembah ketentuan tentang oo '_

o - R pasar Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

Men,gmgat : 4

; Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam nglomgan Pmp insi Jawa Timur ;

.. . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
.. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38
) Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonema Nomor 3037) ;

. _Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Psgak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

: Tambahan Lembaran Negara Repubhk ladonesia Nomor 3685) ;

f

.. Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
L | Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3692);

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
o Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
L 'Penges ahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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7 Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman .
Tata Cara Pemungm:an Re!nbum Daerah ' E

8 Peratm‘an Daerah Kabupaten Daerah 'I“mgkat II Pacitan Nomor 7 Tahun'
1998 tentang Peoyidik Pegawai Negeri Slpll di Lingkungan Pemerintsh
Kabnpaten Daf:rahngkatI[ Pac1tan. o -

- Dengan Persetujuan Dewan Perwalulan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI'
Pac1tan, A . o

MEMUTUSKAN

'?

. Menetapken PERATURAN ' DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i

 PACTTAN TENTANG RETRIBUSI PASAR.
i - . BABT -
S KETENTUANUMUM

 PASAL 1 ..

1:_
;...

- Dalan Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

a Daerah, adalahKabupatenDaerahngkatlIPamtan, B
b. Pemerintah - Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tinglat 11
* . Pacitan; :

_c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah ngkm 11 Pacitan ;

d. DPRD, adalah Dewan_ Perwalulan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah o

Tingkat I Pacitan ;

_e; Pasar Daersh, adalah pasar yang d:knasal oleh Pemerintah Kabupaten - ,

_ ".Daerah Tingkat II Pacitan yang dipergunakan sebagai tempat berdagang ;
- £ . Los, adalah bagian dari pasar yang terletak didalam pasar dengan bentuk -~ '
.. dan luas tertentu yang berfingsi sebagai tempat berdagang ;
.8 Pemakai, adalah orang yang menggunakan los atau tempat- tempat tertentu
: dalam kawasan pasar untuk berdagang ; - -
- h. Penjabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi .
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -
' _i. Badan, adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas :
. perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau .
" daerah dengan nama dan bentuk apapun, perselmtuan, perlmmpulan, firma,
v kongm koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana _
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

" . Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menenmkan besamya jum]ah retibusi yang
terutang.

k. Surat Tagihan Retnbum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD
~adalah surat untuk melakukan taglhan retnbusx dan atau sanksi admmlstram

- berupa bunga atau denda

1 Tempat tenmpat tertentu, adalah tempat- tea1pat dalam kawasan pasar diluar

" los pasar yang dapat digunakan sebagal tempat untuk berdagang dengan luas :
malmmal 2 (dua) meter. _




o B A BII .
KE.TENTUAN PENYELENGGARAAN
‘ Pasal 2 - S

TR T T

dnperg:makan sebagai tempat berdagang bagn masyarakat

(l)Pemenntah Daerah menyelenggarakan Pasar Daerah yang dapat

(2) Lokasl dan kelas pasar-pasar yang dnseleoggarakan oleh Pemerintah Daerah

dltetapkan lebih lan;ut oleh Kepala Daerah; -

(3) Pengelolaan Pasar Daerah dllaksanakan oleh pej abat yang ditunjuk.

Pmd3 a ?

(1) Setia;; pemakai Los v}ajib memilild izin dari péngelola pasar ;

o (2) Pengahhaa pemakal Los kepada pibak lain baru dapat dilaksanakan setelah
N mendapat persetujuan dﬂl'l pengelola pasar

3) Pemakai pasar wajib mematuhl ketentuan pengelolaan pasar yang dltetapkan
- oleh pengelola pasar
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b o - Pasal 5 - :

pasar mnhklya::g dikelola Pemenntah Daerah

(2) Obyek retnbusn adalah pemakanan/pemanfaatan fasnhtas pasar ;

' memakal/memanfaaﬂcaa fasilitas pasar.

?.:'  BABIV
L . GOLONGAN RETRIHUSI
1' ' P Pasal 5 :

i

j Retnbusn pasar dlgolon,gkan retnbusn Jasa Umum

e

' ) BABV :
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
- Pasal 6

Sd
.

. Tlngkat Penggunaan Jasa dlulcur berdasarkan ﬁ'ekuensl pemakanan/penempatang

fasnlltas pasar ;

P ]
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| (1) Dengan nama Retnbusn pasar dlpungut pembayaran atas pemakanan fasnhtas o

o __(3) Subyek Retnbusn adalah orang pnbadn atau  badan yang



oo BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 7 .

P A T T

Prinsip dan sasarsn - dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada
kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan blaya penyediaan fasilitaa,
~ kemanipuah masyarakat dan aspek keadilan serta untuk biaya penggantian biaya
yang meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersitmn dan keamanan,
operasional dan pemeliharaan, pengadaan karcis’kartu pasar serta bunga
pm_;aman

BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
' Pasal 8

T e L T

o (l) Setlap pemakal pasar wajib membayar retnbusn ;

(2) Besamya refribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (l) pasal ini ditetapkan
seb agal berikut; °

1)

2)

Untuk menaruh atau menyinipan barang dagangan atau tanggungmi
pemilik didalam pasar selama 1 (satu) malam atau bagiannya dikenakan
retnbusn sebesar Rp 100 (seratus rupiah) setiap m® ;

Untuk berjualan atau berdagang kelapig kopra, gula dipasar Daerah, tiap
1 (satu) butir atau bush kelapa, 1 (satu) kopra dan 1 (satu) Kg gula

~ kelapa dnkenakan refribusi sebesar Rp.2 (dua ruplah) ;

3)

»

i :
Mengglmakan los-Ios dalam pasar untuk berjualan dikenakan retribusi

harian, tiap m2 sebesar Rp. 100 (seratus ruplah) dengan ketentuan tidak -

boleh lebih dari 6 (enam) m’;

Mengglmakan tempat untuk beljualan diluar atau sekitar bangunan los |
dalam pasar dengan ketentuan tidsk boleh lebih dari § (lima) m?
dlkenakan refribusi harian sebagal berikut :

a. tlap 1 (satu) ekor unggas, sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) ;
i .
b. tiap 1 (satu) butir kelapa sebesar Rp. 2 (dua rupiah)

c. untuk _|ems anyam-anyaman :
- tigp 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100 - (seratus rupiah) _
- tlap I (satu) pikul sebesar Rp. 150 (seralus lima puluh rupiah) ;

d untuk jenis makanan :
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
= tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
-!tlap 1 (satu) angkring sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) .

e. Untuk jenis basil bmm/palawuo/bljl-bglan, beras, kedelai dan -

sebagamya,
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh

mplah) ;

R )



‘ ‘O B "~ tigp 1 (nntu) plkul sebesaer 300,- (nga ratus rupish) ;

; = tiap 1 (satu) kg cengkeh sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima mpxah)'
i- tiap 1 (satu) kg mtinjo sebesar Rp. 25, (dua puluh lima rupiah);;
: ~ tiap 1 (satu) pikul kelapa sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh y
© rupiab);

- tiap 1 (salu) gendongan kelapa sebesar Rp 100 - (seratus rupmh)'
£ Untuk jenis selam polow:_]o (sayur-ma}w, empon-empon dan
| Sejenisnya): i
~ t-tiap } (satu) gendongm sebesaer 100 (seratus rupiah), P

-‘-nap l (satu) pikul sebesar Rp. 200,- (dua rahus ruplah) o

' g Untuk jenis bush-bushan: . ' _
' 1. golongan 1 (durian, kelengkeng, mangga, melon, anggur |
! . rambutan, manggis, semangka, jeruk dan apel) :
i~ = fizp 1 (satu) gendongan sebesar Rp 500,- (lima raws
© . nupish); L
’ - napl(sam)plkulsebesarﬁp 1000 (senbump:ah) e

N Golon,gm 11 (selain golongan) 1 :
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp 250 (dua ratug llma
puluh rupiah); - - v
nap 1 (satu) pikul sebesaer. 500,- (lxma ratus rupish).
h. Untuk bequalan dlluar los-los b:mgunm dalam pasar selam :
* dimaksud pada huruf a, b, ¢, d, e, £ -dan g diatas dikenakan retribusi
, harian tlap ! (satu) o sebesar Rp. 100,- (semlus rupiah) dengan
ketentuan tidak boleh leblh dan 5 (luna) .

R
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S) Untuk ber_;ualan temak dlpasar hewan’ dlkenakm retnbum seba,gal o

benkul . ' L
et Tiap 1 (sotu) ekor kerbau, sapi, kuda, sebesar Rp. 1.000,- (senbu
. ruplah), . . :

b. . Tiap H (satu) ekor anak kerbau, sapi, kuda sebesar Rp. 750 (tu_]uh .

rahm llma puluh rupigh); - J

.c. i Tiap l (satu) ekor kambmgfbm-bm sebesar Rp. 300 (nga rams '
' ruplah) Do '

d 'I'iap 1 (sahl) ekor anak kambmg / bm-bm sebesar Rp 200,- (dua
,ralusmplah). Tl :
;- o BAnvm - L
. WILAYAH PEMUNGUTAN b
P o Pasal 9 o ;

Wlayah penmngmm adalah di Wlayah Daerah

e

Ly v
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(2) Dalam jangka waktu 7 (m_;uh) han sef‘élab' tanggal  surat .

r
. - maBmX
oo SAAT RETRIBUSI TERUTAN G

_ b _“ " - Pagal 10~ . ‘

: Saat retnbum terutang adalah pada saa! dxterh:tkannyaSlﬂlD atau dolunnenlam o
yang dlpersamakan | ‘ '

e . BABX

L TATA CARAPEMUNGUTAN
'; - ’ Pasal 11 :

| () Pemlmgutan retnbusl udak dapat dxborongkan

' (2) Retnbus: dxplmgut dengan mengglmakan SKRD atau dokumen Iain yang '_

dxpersamakan |
! CBABXT |
SANKSI ADMINISTRASI - ;
. Pamaln2 o :

- Dalam hal wa_;lb retnbusl ndak membayar tepat pada waktunya atau km'ang
'membayar, dikenalmn sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau hxrang dibayar dan dxtaglh '

- ".-_'denganmengglmakanS'IRD -
BABX]I‘--
. TATACARAPEMBAYARAN :
: "Pasalu T .
. (l) Pembayaraa retnbusl harus dxlalmkansecara tunal!lunas, i

 (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagalmana dxmaksud pada ayat (l)
- dxtetapkan oleh Bu;)an Kepala Daerah

; BAB Xl e D
"TATA CARA PENAGIHAN .~
: ' Pasal 4 _' o ': '
! ' .

i

(l) Pengeluaran surat tegurmfpenngatanfmrat lain yang sejenis sebaga: awal
- tindakan pelaksanaan penagihan retnbum dxkelmrkan setelah 7 (tujub) han .
Jatuh tempo pembayaran ' I :

L]

. teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wa_;lb re_mnbum harus melunasi

retribusmyaymg terutang, o _ ST )
o (3) Surat Teguran sebaga:mana dxmaknud pada syat (l) dikeluarkan oleh
pe_;abatyangdmm_;uk o
i j:-’;
R
| . | ‘

+
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F BAB XIV
: - KETENTUAN PIDANA
v B Pasal 15

¥
b

. (1) Wajib retribusi yang tldak melaksanakan kewajibannya sehmgga merugikan
keuangan daerah dian¢am pidana lamnngan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda palm,g banyak 4 (empat) kali jumlak retribusi yang terutang ; o

(2) deak pldana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran :

BAB XV
PENYIDIKAN
- Pasal 16

[ 17 R

(l) Pejabat pegawal Negeri Slpll tententa dilingkungan Pemerintah Daerah
_ diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pldana di bidang retribusi Daerah. - :

(2) Wewenang Penyldlk sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :

‘a

= e

Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau
taporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar -
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam :

~ berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ; :
Meminta baotuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; -
Menyuruh betheoti, melarang seseorang menmggalkan ruangan atau -
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dlbawa sebagaimana dimaksud pada
hurufe;

‘Memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pidana Retnbus; -

Daerah ;

Memanggll orang untuk dldengar keterangalmya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; .

Meogheutikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pldana dibidang retribusi Daerah . memurut hukum yang dapat

- dlpertanggung Jjawabkan.

(3) Penyldlk sebagaimana dlmaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada
penuntul umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

- Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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L . BABXVI
RIS KETENTUAN PENUTUP
¢ ~  Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagal' |
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pacitan Nomor 30

Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah
perubahamrya dmyatakan d:cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

" Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
L Paml2t

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -

Peraturan! Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daemh 'I'l.ngkat 11 Pacnan. '

Dltetapkan di Pacitan
pada tanggal 21 januari 1998

- e a g

DEWAN PERWAK[LAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATENDAERAHTNGKAT]IPACITAN PACITAN
Ketua
Cap.ttd o e o . Cup. ttd
IMAFML.NURDINS Sos - - SUTJIPTO

Dlsahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negen Repubhk Indonesia  Nomor
973.35 - 1056 tanggal 24 September 1999.

P : - Direktorat Jenderal
R Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
L Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ~

R . Cap.ttd
; Drs. KAUSAR AS

Dlundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah T'mgkat II Pacitan Tanggal 3
Oktober 1999 Nomor 2 Scn B Tahun 1999

G BUPATIKEPALADAERAHTINGKAT]I
P ~ PACITAN '
aris Wilayah/Daerah

' Dre. SUMJIMAN
foe, . _ Pembina Tingkat I
' | " NIP. 510 049 978

o


http://IMAFML.NURDINS.Sos

L EENJEIASANUMUM _'

’ PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I PACITAN
.~ NOMOR 4 TAHUN 1598 "

¥

b

f o 'I'EN'I‘ANG

i ) :

: REI‘RIBUSIPASAR

t

)

" Ketentuan tarip retribusi penyelenggaraan pasar-pasar yang dikuasai oleh'-‘-.' .
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Pacitan Nomor 30 Talum 1980 yang telah*
mengalami perubahan dua kali, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Selain

prasarana pasar telab mengalami peningkatan kualitas yang sekaligus meningkadan

pelayanan kepada para pemakai pasar. Sebubungan dengan maksud teracbut diatas

dipandng perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 30 Tahua 1980 dan mengatur ketentuan-

ketentuan mengenal retribusi puar dengan menuangkan dalam suatu Peratm'an Daerah

" : - N o PR

PENJEIASANPASALDFMI PASAL R
Pasal 15/d 29 Cukup_]elas . B
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